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NOTULEN RAPAT BULANAN 

TANGGAL 02 OKTOBER  2017 

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN 
 

 

Pimpinan Rapat : Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Sekretaris Rapat : Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Notulis  : Rosanny Novianty Nika., A.Md.Kom.SH 

Agenda Rapat :  

- Rapat di buka oleh KPN Jakarta Selatan 

 

 Pemaparan Ketua PN Jakarta Selatan 

1. PERMA NO.7 DAN NO.8 TAHUN 2016 

Sudah diputuskan dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh WKPN, Hakim Pengawas 

Kepegawaian, pak Sekretaris, Kasubbag Ortala, Umum dan Keuangan agar semua 

mematuhi Perma No.7 dan No.8 tahun 2016: 

- Bapak/Ibu Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional dan Pegawai Pn Jakarta Selatan 

apabila keluar kantor pada jam dinas harus dengan Surat Izin. Surat izin dibuat rangkap 

3. 1 untuk arsip Ortala, 1 untuk ybs, 1 ditinggal di meja piket. 

- Untuk JS/JSP dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Panitera atau Pejabat yang 

ditunjuk oleh Panitera. 

- Untuk WKPN, Panitera, Sekretaris surat izin ditandatangani oleh KPN 

- Untuk Hakim , Surat Izin ditandatangani oleh pak WKPN 

- Untuk Panmud, Surat Izin ditandatangani oleh Panitera. 

- Untuk Kabag Umum, Kasubbag, Surat Izin ditandatangani oleh Sekretaris. 

- Untuk Panitera Pengganti dan JSP, Surat Izin ditandatangani oleh Panitera. 
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- Untuk Pegawai/JSP ditandatangani oleh Atasan Langsung. 

- Untuk Honor ditandatangani oleh Kasubbag Umum dan Keuangan. 

2. Pakta Integritas 

- Diharapkan kepada semua warga Pn Jakarta Selatan untuk memberi pelayanan kepada 

masyarakat tanpa mengharapkan atau meminta sesuatu dari para pencari keadilan 

kecuali biaya-biaya resmi yang telah ditentukan. 

- Biaya perkara disetor oleh ybs ke Bank yang sudah ditentukan. 

- Biaya Salinan putusan/penetapan sesuai biaya fotocopy yang dibuktikan dengan bukti 

pembayaran ditambah PNBP. 

- Biaya pendaftaran surat kuasa, pendaftaran badan hukum dan urusan lainnya di 

Kepaniteraan Muda Hukum adalah biaya PNBP dengan diberikan tanda terima uang. 

Kalau ada kelebihan uang dikembalikan. 

- Jangan ada permintaan biaya untuk penetapan izin/persetujuan penggeledahan, 

penyitaan, perpanjangan penahanan. 

- Kepada Para Jurusita dilarang meminta tambahan biaya eksekusi kecuali yang sudah 

ditentukan dan disetor ke rekening Pn Jakarta Selatan. 

3. Peningkatan kinerja. 

- Diharapkan kepada Bapak/Ibu Hakim, Para Panitera Pengganti, Jurusita/JSP untuk 

meningkatkan rasio penanganan perkara. 

- Masih ada tunggakan minutasi. 

- Masih ada PP yang tidak menggunakan SIPP untuk Perpanjangan tahanan sehingga 

kadang jumlah hari penahanan tidak sesuai. 

- Masih ada PP yang terlambat mengajukan permohonan perpanjangan tahanan. 

4. Diharapkan kepada seluruh Hakim, PP dan pegawai PN Jaksel agar melayani pencari 

keadilan tanpa meminta imbalan apapun bentuknya; 



3 

 

5. Biaya salinan putusan harus sesuai dengan biaya yang resmi sesuai prosedure; 

6. Biaya PNBP surat kuasa di berikan tanda terima dan jika ada kelebihan uang pada Biaya 

PNBP surat kuasa harus dikembalikan kepada Pihak yang bersangkutan; 

7. Diharapkan kepada seluruh pegawai agar tidak menerima tamu diruangan; 

8. Untuk Pekerjaan pelayanan terpadu PN Jaksel masih terlalu lambat penyelesaiannya dan 

Penggunaan loket akan segera ditiadakan; 

9. Seluruh biaya pembangunan untuk pelayanan terpadu bekerja sama dengan bank BTN 

10. Di peringatkan tidak ada Bantuan hukum kepada Pegawai yang terlibat dalam perkara. 

11. Sipp per tanggal 2 Oktober 2017 68,19% 

12. Kepada seluruh Hakim agar menjadwalkan setiap persidangan Perkara, agar setiap PP 

ada jeda waktu untuk menyelesaikan Berita Acara; 

13. KPN tidak akan memperpanjangan Penahanan jika tidak ada Permohonan dari Majelis 

Hakim yang bersangkutan. 

14. Wakil Ketua, Hakim Pengawas kepaniterann Pidana dan Panmud Pidana agar mecari dan 

membuat format Perpanjangan Penahanan 

15. Mengenai Prosedure Intervensi agar Wakil Ketua dan Panmud Perdata mengkoordinir 

dengan baik agar sesuai dengan prosedurnya 

16. Agar segera membuat sosialisasi tentang perkara tipiring sesuai Perma no.02 tahun 2012 

17. DIPA sudah ditentukan penggunaannya, jika ada perubahan agar di koordinasikan ke 

KPA 

18. Absen yang dipakai dalam pemeriksaan keuangan oleh BPK adalah absen digital. 

19. Putusan sela harus menggunakan materai, biaya materai dibebankan pada biaya perkara. 

20. Biaya jahit perkara agar segera di koordinasikan agar tidak memberatkan PP. 

21. Seharusnya ada SK KPN tentang biaya proses 

22. Senantiasa bekerja dengan baik karena kita selalu diawasi dan menghindari perbuatan 

tercela. 
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 Pemaparan Wakil Ketua PN Jakarta Selatan 

1. Dalam rapat kedispilinan mengenai absensi minggu lalu, Pejabat Struktural yang datang 

tepat waktu hanya Sekretaris, Pejabat Struktural lainnya terlambat masuk. 

2. Agar memotivasi Pegawai, absen diatas  Pukul 08.10 WIB ditempatkan diruangan 

WKPN dan jika absen dibawah garis merah akan berpengaruh kepada pendapatan 

bulanan. 

3. Mengenai kedisiplinan pada tempat bertugas, jika telah ditempatkan pada bagian yang 

telah ditugaskan harus melaksanakan tugas pada bagian tersebut; 

4. Permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi di tanda tangani oleh ketua 

majelis hakim perkara tersebut dan diteruskan oleh Ketua dan Wakil Ketua dengan surat 

Pengantar. 

5. Mengenai panjar biaya Perkara Intervensi dengan satu nomor perkara dalam satu panjar 

biaya. 

 Pemaparan Sekretaris PN Jakarta Selatan 

1. Kepada semua Pegawai jika tidak masuk tepat waktu otomatis remunerasi berkurang, jika 

jam kantor senin s/d kamis : 08.00 – 16.30 WIB dan Jumat 07.30 – 16.30 WIB. 

2. Tentang izin keluar kantor agar menjadi perhatian setiap Pegawai PN Jaksel 

3. Adanya Petugas piket yang mencatat keluar masuk Pegawai pada Buku Izin keluar 

4. Kepada Hakim Pengawas Keuangan diharapkan senantiasa mengontrol pemanfaatan 

anggaran pada PN Jakarta Selatan, apabila ada kekeliruan supaya segera dapat diperbaiki 

5. Kedisiplinan agar senantiasa ditingkatkan lagi 

6. Senantiasa menjaga nama baik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
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Demikian Rapat Bulanan tanggal 02 Oktober 2017, kemudian Ketua Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan menutup rapat pada hari ini dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta 

rapat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,  

KETUA 

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN 

 

 

 

 

 

         (AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.) 

SEKRETARIS RAPAT  

 

 

 

(H. AHMAD HAKIR, SH., MH.) 
 

NOTULIS, 

 

 

 

(ROSANNY NOVIANTY NIKA., A.Md.Kom.SH) 
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DOCUMENTASI RAPAT BULANAN 

02 OKTOBER 2017 

 

 


